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Peraturan Presiden dan/ atau Peraturan Menteri yang 

membidangi urusan sosial atau keagamaan; dan 

b. disetujui oleh: 

1. p1mpman badan atau lembaga sosial dan/atau 

keagamaan; dan 

2. pejabat instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat 

provinsi, atau kabupaten/kota yang membidangi 

urusan sosial atau keagamaan. 

(3) Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/ atau 

pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada 

badan atau lembaga sosial dan/ atau keagamaan lain yang 

terdaftar pada instansi yang membidanginya sepanjang sarana 

dan prasarana dimaksud berada di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

(4) Penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dan ayat (3) tidak dapat menjadi pengurang 

penghasilan bruto bagi badan atau lembaga sosial dan/ atau 

keagamaan yang memberikan. 

(5) Sarana dan prasarana sosial dan/ atau keagamaan 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 

dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

PPh. 

Pasal 50 

(1) Badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan harus 

membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk 

pembangunan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana 

dan/ atau yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Laporan jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada Kepala KPP tempat 

badan atau lembaga sosial dan/ atau keagamaan terdaftar 

sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan. 
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(3) Ketentuan mengenai pelaporan jumlah sisa lebih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

lnl. 

(4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan 

atau lembaga sosial dan/ atau keagamaan harus membuat 

catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang 

dilengkapi dengan bukti pendukung. 

Pasal 51 

(1) Jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan 

dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana atau dana abadi 

dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 ayat (3) diakui sebagai objek PPh pada akhir 

Tahun Pajak setelah jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut 

berakhir. 

(2) Jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam Surat 

Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak diakuinya sisa lebih 

tersebut sebagai koreksi fiskal. 

(3) Ketentuan mengenai penghitungan jumlah s1sa lebih yang 

tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan 

sarana dan prasarana atau dana abadi dalam jangka waktu 

4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 52 

(1) Dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) 

dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat 

dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip­

prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Hasil pengembangan dana abadi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1): 
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a. dikenai pajak sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 

b. dapat digunakan untuk kegiatan operasional terutama 

untuk pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/ atau 

keagamaan. 

(3) Dalam hal penggunaan dana abadi yang berasal dari sisa lebih 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak sesuai 

dengan ketentuan ayat (1), dana abadi tersebut menjadi objek 

PPh pada Tahun Pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai 

koreksi fiskal. 

Pasal 53 

Dalam hal kegiatan utama badan atau lembaga sosial dan/ atau 

keagamaan bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang 

penelitian dan pengembangan, perlakuan sisa lebih atas badan atau 

lembaga sosial dan/ atau keagamaan dimaksud dilaksanakan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan 

PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa 

lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan 

pengembangan. 

BAB III 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 

Bagian Kesatu 

Kriteria Belum Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau Ekspor Barang Kena Pajak 

dan/ atau Jasa Kena Pajak, Penentuan Sektor Usaha Tertentu, 

serta Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan 

Pasal54 

( 1) PKP Belum Melakukan Penyerahan dapat mengkreditkan 

Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/ atau JKP, impor BKP, 
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serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau pemanfaatan 

JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 

(2) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pengkreditan 

Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(3) PKP Belum Melakukan Penyerahan dapat mengajukan 

permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan 

pada akhir tahun buku. 

Pasal 55 

(1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) menjadi tidak dapat 

dikreditkan, apabila dalam jangka waktu tertentu: 

a. PKP Belum Melakukan Penyerahan; atau 

b. PKP Belum Melakukan Penyerahan dan melakukan 

pembubaran (pengakhiran) usaha atau dilakukan 

pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan 

atau secara jabatan. 

(2) Kriteria belum melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan suatu keadaan PKP dengan kegiatan 

usaha utama pada sektor: 

a. perdagangan, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak 

melakukan kegiatan: 

1. penyerahan BKP; dan/ atau 

2. ekspor BKP; 

b. Jasa, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak 

melakukan kegiatan: 

1. penyerahan JKP; dan/ atau 

2. ekspor JKP; 

atau 

c. yang menghasilkan BKP, apabila dalam jangka waktu 

tertentu tidak melakukan kegiatan: 

1. penyerahan BKP yang dihasilkan sendiri; dan/ atau 

2. ekspor BKP yang dihasilkan sendiri. 
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(3) Termasuk dalam kriteria belum melakukan penyerahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu apabila dalam 

jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

PKP semata-mata melakukan kegiatan: 

a. pemakaian sendiri dan/ atau pemberian cuma-cuma BKP 

dan/ atau JKP; 

b. penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya 

dan/ atau penyerahan antarcabang; 

c. penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan 

semula tidak untuk diperjualbelikan; dan/ atau 

d. penyerahan BKP dan/ atau JKP yang tidak mempunyai 

hubungan langsung dengan kegiatan usaha utama PKP. 

Pasal 56 

(1) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

ayat (1) merupakanjangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun 

sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan. 

(2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) 

tahun. 

(3) Penetapan jangka waktu tertentu bagi sektor usaha tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi terhadap: 

a. sektor usaha yang menghasilkan BKP se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, ditetapkan 

sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak 

pengkreditan pertama kali Pajak Masukan; atau 

b. sektor usaha yang termasuk dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan 

proyek strategis nasional yang mendapatkan penugasan 

pemerintah, ditetapkan sampai dengan 6 (enam) tahun 

sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak 

Masukan. 

Pasal 57 

( 1) Dalam hal PKP Bel um Melakukan Penyerahan melakukan 

perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) 

huruf a dan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/ atau JKP, 

impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau 

pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean yang telah dikreditkan mempunyai hubungan 

langsung dengan kegiatan usaha yang baru, Pajak Masukan 

yang telah dikreditkan dan belum diajukan permohonan 

pengembalian dapat dikreditkan. 

(2) Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan melakukan 

perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) 

huruf a dan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/ atau JKP, 

impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau 

pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean yang telah dikreditkan tidak mempunyai hubungan 

langsung dengan kegiatan usaha yang baru, Pajak Masukan 

yang telah dikreditkan dan belum diajukan permohonan 

pengembalian menjadi tidak dapat dikreditkan. 

(3) PKP Belum Melakukan Penyerahan yang melakukan 

perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) 

huruf a wajib membayar kembali Pajak Masukan atas 

perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan 

BKP tidak berwujud dan/ atau pemanfaatan JKP dari luar 

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dalam hal: 

a. Pajak Masukan tidak mempunyai hubungan langsung 

dengan kegiatan usaha yang baru; dan 

b. PKP telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak atas Pajak Masukan dan/ atau telah mengkreditkan 

Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang 

terutang dalam suatu Masa Pajak. 

(4) PKP harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa 

PPN dalam hal Pajak Masukan menjadi tidak dapat dikreditkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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Pasal 58 

(1) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), setelah jangka waktu 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau 

ayat (3) berakhir: 

a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh PKP; dan/ atau 

b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 

dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian. 

(2) Kewajiban pembayaran kembali Pajak Masukan yang tidak 

dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan dalam hal PKP telah menenma 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak 

Masukan dimaksud dan/ atau telah mengkreditkan Pajak 

Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang 

dalam suatu Masa Pajak. 

(3) Pajak Masukan tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak 

berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan 

pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dalam hal atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud telah 

dikompensasikan dan belum dimintakan pengembalian. 

(4) Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

Pajak Keluaran atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ayat (3). 

Pasal59 

(1) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 58 ayat (2) sebesar Pajak Masukan yang telah 

diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dan/ atau telah dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang 

terutang dalam suatu Masa Pajak. 

(2) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terutang pada saat: 

a. jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 ayat ( 1) a tau ayat (3) berakhir; 
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b. tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau 

pencabutan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

ayat ( 1) huruf b; atau 

c. Masa Pajak dilakukannya perubahan kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3). 

(3) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan paling lambat: 

a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya 

jangka waktu tertentu se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 ayat ( 1); 

b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya 

jangka waktu tertentu bagi sektor usaha tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3); atau 

c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran 

(pengakhiran) usaha atau pencabutan PKP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b. 

(4) Dalam hal PKP melakukan perubahan kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), pembayaran 

kembali Pajak Masukan dilakukan paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya perubahan 

kegiatan usaha. 

(5) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak 

atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat 

Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan dengan mencantumkan keterangan "Pembayaran 

kembali Pajak Masukan" pada kolom uraian. 

(6) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) menggunakan kode akun pajak 411219 untuk 

jenis pajak PPN lainnya dan kode jenis setoran 100 untuk 

pembayaran PPN lainnya yang terutang. 

(7) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. 

(8) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa 

PPN pada Masa Pajak dilakukan pembayaran oleh PKP. 
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(9) Ketentuan mengenai pembayaran kembali Pajak Masukan 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pelaporan dalam 

Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal60 

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan 

terhadap PKP Belum Melakukan Penyerahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(2) PKP yang tidak atau kurang melakukan pembayaran kembali 

Pajak Masukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4), diterbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diterbitkan atas jumlah pembayaran kembali 

Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) 

ditambah sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang KUP. 

(4) PKP yang melakukan pembayaran kembali Pajak Masukan 

setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4), dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP. 

(5) Pembayaran kembali Pajak Masukan yang tercantum dalam 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), tidak termasuk dalam Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (9c) Undang-Undang PPN. 

(6) Direktur Jenderal Pajak melakukan pencabutan pengukuhan 

PKP secara jabatan terhadap PKP Belum Melakukan 

Penyerahan setelah melewati jangka waktu tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3). 
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Pasal 61 

Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a disebabkan oleh bencana 

(keadaan kahar atau force majeure) dengan status bencana nasional 

yang harus dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang, PKP 

tidak wajib membayar kembali Pajak Masukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat ( 1). 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan 

Pasal 62 

(1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan 

Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. 

(2) Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan 

JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP namun dalam suatu 

Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/ atau ekspor 

dimaksud, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud dapat 

dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(3) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi 

ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN 

merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP 

dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai 

PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

(4) PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang 

kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang 

memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) Undang­

Undang PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan oleh PKP dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha 

dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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Pasal63 

(1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), tetapi belum dikreditkan 

dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat 

dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) 

Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak 

dibuat. 

(2) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pajak Masukan yang 

belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan 

(dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP, dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

(3) Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PKP 

melalui penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan 

Masa PPN. 

(4) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal 64 

(1) Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas 

pembeli BKP atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan 

nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri 

orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan 

Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 Undang-Undang PPN. 

(2) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

(3) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
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Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal 65 

(1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, 

serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau pemanfaatan 

JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum 

Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan 

oleh PKP. 

(2) Ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Masa Pajak sebelum 

Pengusaha dikukuhkan sebagai PKPyaitu Masa Pajak sebelum 

tanggal pengukuhan Pengusaha sebagai PKP sebagaimana 

tercantum dalam surat pengukuhan PKP. 

(3) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut 

oleh PKP atas penyerahan BKP dan/ atau JKP terhitung sejak 

Pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan sampai dengan sebelum Pengusaha dimaksud 

dikukuhkan se bagai PKP. 

(4) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan 

sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang 

seharusnya dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diberlakukan untuk Masa Pajak 

sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang dilakukan 

melalui: 

a. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN; dan/ atau 

b. penetapan kewajiban PPN melalui pemeriksaan. 

(6) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dan dokumen 

tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur 

Pajak untuk suatu Masa Pajak sebelum Pengusaha 

dikukuhkan sebagai PKP, merupakan Pajak Masukan yang 

tidak dapat dikreditkan. 
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(7) Untuk menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PKP tidak dapat 

menggunakan: 

a. nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8A Undang-Undang PPN untuk 

menghitung Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut 

atas penyerahan BKP dan/ atau JKP; dan 

b. pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi 

PKP yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak 

melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang PPN atau yang 

melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a) Undang-Undang PPN 

untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan. 

(8) Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf a, yaitu: 

a . Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk PKP yang tidak 

menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan 

Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN; atau 

b. Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi PKP yang 

menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan 

Pajak Masukan, untuk PKP yang menggunakan pedoman 

penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang­

Undang PPN. 

(9) Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) disampaikan oleh PKP sejak Pengusaha seharusnya 

dikukuhkan se bagai PKP pada: 

a. Masa Pajak terakhir dalam tahun buku sebelum tahun 

buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang 

meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan/ atau 

JKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan; 

dan/atau 
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b. Masa Pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan 

sebagai PKP dalam tahun buku saat Pengusaha 

dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi Pajak Keluaran 

atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebelum Pengusaha 

dikukuhkan sebagai PKP untuk periode tahun buku yang 

bersangkutan. 

(10) Ketentuan mengena1 pengkreditan Pajak Masukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (9) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 66 

(1) Pengusaha yang tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan 

BKP dan/ atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai 

PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP dan tidak 

dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam 

Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP. 

(2) PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dikenai 

sanksi administrasi berupa: 

a. denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang KUP; 

b. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) 

Undang-Undang KUP atau Pasal 13 ayat (2) Undang­

Undang KUP; dan/atau 

c. kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

Undang-Undang KUP. 

(3) Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b yaitu: 

a. un tuk bunga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2a) Undang-Undang KUP, dihitung dari tanggaljatuh 

tempo pembayaran untuk Masa Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (9) sampai dengan tanggal 

pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh 
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empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 

1 (satu) bulan; atau 

b. untuk bunga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (2) Undang-Undang KUP, dihitung sejak berakhirnya 

Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 

ayat (9) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 

penuh 1 (satu) bulan. 

(4) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) 

tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan 

(dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP oleh PKP 

yang mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan 

pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4). 

(5) Dalam hal Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan 

(dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP: 

a . PKP wajib melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan 

Tahunan pada Tahun Pajak saat Pajak Masukan dimaksud 

telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan 

(dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP; atau 

b . Direktur Jenderal Pajak atas permohonan PKP atau 

karenajabatannya melakukan pembetulan atas ketetapan 

atau keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 

Undang-Undang KUP. 

Pasal67 

(1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, 

serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau pemanfaatan 

JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang 

tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang 

diberitahukan dan/ atau ditemukan pada waktu dilakukan 

pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 
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(2) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/ atau 

ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yaitu PPN yang tercantum dalam: 

a. Faktur Pajak; dan/ atau 

b. dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan 

dengan Faktur Pajak. 

(3) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan untuk 

diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan 

berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

yang: 

a. diberitahukan oleh PKP dengan memperlihatkan 

dan/atau meminjamkan dokumen dimaksud sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

tata cara pemeriksaan; dan/ atau 

b. ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

(4) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan sepanjang surat pemberitahuan hasil 

pemeriksaan belum disampaikan kepada PKP. 

(5) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal68 

(1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, 

serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau pemanfaatan 

JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang 

ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat dikreditkan 

oleh PKP sebesar jumlah pokok pajak yang tercantum dalam 

ketetapan pajak, dengan ketentuan: 

a. ketetapan pajak dimaksud merupakan surat ketetapan 

pajak yang diterbitkan hanya untuk menagih Pajak 

Masukan atas perolehan BKP dan/ atau JKP, impor BKP, 

serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau 
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pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean; 

b. PKP menyetujui seluruh hasil pemeriksaan atas ketetapan 

pajak; 

c. jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi pokok 

pajak dan sanksi sebagaimana tercantum dalam 

ketetapan pajak telah dilakukan pelunasan; 

d. tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak; dan 

e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

(2) Pelunasan atas jumlah PPN yang masih harus dibayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh 

PKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana 

administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. 

(3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang 

disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. bukti penerimaan negara se bagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem 

penerimaan negara secara elektronik; 

b. bukti pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara 

pembayaran dan penyetoran pajak; dan/ atau 

c. SP2D atau bukti penerimaan negara sebagai bukti 

kompensasi atas Utang Pajak sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara 

penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak. 

(4) Tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tidak 

diajukan permohonan: 

a. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

Undang-Undang KUP; 

b. banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang­

Undang KUP; 
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c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang KUP; 

d. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang KUP; 

e. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau ketetapan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang KUP; dan/atau 

f. penmJauan kembali sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengadilan pajak. 

(5) Termasuk tidak dilakukan upaya hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) yaitu tidak diajukan gugatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP. 

(6) Ketetapan pajak yang dilampiri dengan seluruh Surat Setoran 

Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan 

Surat Setoran Pajak atas pelunasan jumlah PPN yang masih 

harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya 

dipersamakan dengan Faktur Pajak. 

(7) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan dengan cara melaporkan dokumen tertentu 

yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Surat 

Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak dilakukannya 

pelunasan ketetapan pajak atau pada Masa Pajak berikutnya 

paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak 

saat pelunasan ketetapan pajak. 

(8) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pelaporan dalam 

Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Bagian Ketiga 

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak dan 

Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak 

Pasal69 

(1) PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: 

a. penyerahan BKP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang PPN; 

b. penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN; 

c. ekspor BKP berwujud sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPN; 

d. ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPN; dan/atau 

e. ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf h Undang-Undang PPN. 

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dibuat pada: 

a. saat penyerahan BKP dan/ a tau penyerahan JKP; 

b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan 

pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/ a tau 

sebelum penyerahan JKP; 

c. saat penenmaan pembayaran termin dalam hal 

penyerahan sebagian tahap pekerjaan; 

d. saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, 

dan/ atau ekspor JKP; atau 

e. saat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang PPN. 

Pasal 70 

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 69 ayat (1), PKP dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak 

yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada 

pembeli BKP dan/atau penenma JKP yang sama 

selama 1 ( satu) bulan kalender. 
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(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut 

Faktur Pajak gabungan. 

(3) Faktur Pajak gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP 

dan/atau penyerahan JKP. 

Pasal 71 

( 1) Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka 

waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70 

ayat (3) tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak. 

(2) PKP yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dianggap tidak membuat Faktur Pajak. 

(3) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

(4) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang tidak 

dapat dikreditkan. 

Pasal 72 

(1) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang 

penyerahan BKP dan/ a tau penyerahan JKP yang paling sedikit 

memuat: 

a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP 

atau JKP; 

b. identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi: 

1. nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam 

negeri badan dan instansi pemerintah; 

2. nama, alamat, dan NPWP a tau nomor induk 

kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang 

pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak 

luar negeri orang pribadi; atau 
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4. nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negen 

badan atau bukan merupakan subjek pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang­

Undang PPh; 

c. Jems barang atau Jasa, jumlah harga jual atau 

penggantian, dan potongan harga; 

d. PPN yang dipungut; 

e. PPnBM yang dipungut; 

f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur 

Pajak; dan 

g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani 

Faktur Pajak. 

(2) Nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai kedudukan yang sama 

dengan NPWP dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan 

pengkreditan Pajak Masukan. 

Pasal 73 

(1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1): 

a. berbentuk elektronik; 

b. dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang 

disediakan dan/ atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak; dan 

c. dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan 

Elektronik. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Faktur Pajak atas: 

a. penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor 

luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E 

Undang-Undang PPN, dibuat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 

yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan 

penyelesaian permintaan kembali barang bawaan orang 

pribadi pemegang paspor luar negeri; 

b. penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada pembeli BKP 

dan/ a tau penerima JKP dengan karakteristik konsumen 
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akhir, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 13 ayat (Sa) Undang-Undang PPN; dan 

c. penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor 

BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP, yang bukti 

pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang 

kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, 

dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN. 

Pasal 74 

(1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) 

wajib: 

a. diunggah oleh PKP dengan menggunakan aplikasi atau 

sistem yang disediakan dan/ atau ditentukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak; dan 

b. memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. 

(2) Faktur Pajak berbentuk elektronik yang tidak memperoleh 

persetujuan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b bukan merupakan Faktur Pajak. 

(3) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak 

dapat dikreditkan. 

Pasal 75 

Faktur penjualan yang diterbitkan oleh PKP termasuk dalam 

pengertian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 

ayat (1) sepanjang: 

1. dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 ayat (1); 

2. diunggah dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang 

disediakan dan/ atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak; dan 

3. memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 66 -

Pasal 76 

(1) PKP dapat membuat Faktur Pajak pengganti atas Faktur Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) jika terdapat 

kesalahan dalam pengisian atau penulisan Faktur Pajak 

sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan 

jelas. 

(2) PKP dapat melakukan cetak ulang Faktur Pajakjika hasil cetak 

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) 

rusak atau hilang. 

(3) PKP dapat mengajukan permintaan data Faktur Pajak 

berbentuk elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak jika 

data Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 

ayat ( 1) rusak a tau hilang. 

(4) PKP harus melakukan pembatalan Faktur Pajak yang telah 

dibuat atas penyerahan: 

a. BKP dan/ atau JKP yang transaksinya dibatalkan; atau 

b. barang dan/ atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan 

Faktur Pajak. 

Pasal 77 

(1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan PKP 

tidak dapat membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), PKP 

diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak tidak dalam 

bentuk elektronik. 

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 

keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, 

revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab 

lainnya di luar kuasa PKP, yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak. 

Pasal 78 

(1) Faktur Pajak wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas. 

(2) PKP yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 

j 
www.jdih.kemenkeu.go.id



- 67 -

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

(3) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak 

dapat dikreditkan. 

Bagian Keempat 

Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang 

Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena 

Pajak kepada Pembeli dengan Karakteristik Konsumen Akhir 

Pasal 79 

(1) Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau 

penenma JKP dengan karakteristik konsumen akhir 

merupakan penyerahan yang dilakukan secara eceran. 

(2) Karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. pembeli barang dan/ atau penerima jasa mengonsums1 

secara langsung barang dan/ atau jasa yang dibeli atau 

diterima; dan 

b. pembeli barang dan/ atau penenma Jasa tidak 

menggunakan atau memanfaatkan barang dan/ atau jasa 

yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha. 

(3) PKP yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya 

melakukan penyerahan BKP dan/ a tau JKP kepada pembeli 

BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen 

akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk yang 

dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 

merupakan PKP pedagang eceran. 

Pasal 80 

( 1) PKP pedagang eceran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 79 

ayat (3) dapat membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan 

BKP dan/atau JKP tanpa mencantumkan keterangan 

mengenai identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 72 ayat (1) huruf b serta nama dan tanda tangan penjual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g. 

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas 

penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau 

penenma JKP dengan karakteristik konsumen akhir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) harus dibuat 

dengan mencantumkan keterangan yang paling sedikit 

memuat: 

a. nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan 

BKP dan/atau JKP; 

b. Jems barang atau Jasa, jumlah harga jual atau 

penggantian, dan potongan harga; 

c. PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut; dan 

d. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. 

(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, 

kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain 

yang seJen1s. 

(4) PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c dapat termasuk dalam harga jual atau 

penggantian, atau dicantumkan secara terpisah. 

(5) Kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf d dapat ditentukan sendiri sesuai dengan 

kelaziman usaha PKP pedagang eceran. 

(6) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 

paling sediki t un tuk: 

a. pembeli BKP dan/ atau penerima JKP; dan 

b . arsip PKP pedagang eceran. 

(7) Arsip PKP pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) huruf b dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam 

bentuk media elektronik sebagai sarana penyimpanan data. 

(8) PKP dapat membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) atas: 

a. pemakaian sendiri BKP dan/ atau JKP yang tidak 

berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau 

digunakan untuk kegiatan yang tidak mempunyai 
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e. kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan 

Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau 

pembatalan surat ketetapan pajak, atau surat keputusan 

pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang 

mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (3) 

Undang-Undang KUP, kecuali: 

1. kele bihan pem bayaran 

Keputusan Pembetulan 

Persetujuan Bersama; atau 

pajak karena Surat 

yang terkait dengan 

2. kelebihan pembayaran pajak karena surat 

keputusan pembatalan surat ketetapan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang KUP. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak 

sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Surat 

Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah 

diterbitkan: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil. 

(3) Jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) merupakan jumlah lebih bayar menurut Wajib 

Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

(4) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Surat 

Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak 

karena diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
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Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang berasal dari 

pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, baik yang 

disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

Pasal 84 

(1) Dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan 

pembayaran PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, 

sektor pertambangan, dan sektor lainnya, imbalan bunga yang 

terkait dengan PBB diberikan kepada Wajib Pajak. 

(2) Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan akibat 

penerbitan: 

a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB; 

b. Keputusan Keberatan; 

c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; 

d. Surat Keputusan Pembetulan; 

e. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB 

atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 

Administrasi PBB; 

f. Surat Keputusan Pengurangan Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang atau Surat Keputusan Pembatalan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang; 

g. Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak 

PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan 

Pajak PBB; atau 

h. Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB 

atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan 

Pajak PBB. 

Pasal85 

(1) Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 

ayat ( 1) huruf a diberikan dengan tarif bunga per bulan yang 
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ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan 

pembayaran pajak. 

(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak batas 

waktu penerbitan SKPKPP atau SKPPIB berakhir sampai 

dengan tanggal penerbitan SKPKPP atau SKPPIB. 

(3) Batas waktu penerbitan SKPKPP atau SKPPIB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak: 

a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP; 

b. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau 

Pasal 17B Undang-Undang KUP; 

c. diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 

Kelebihan Pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C 

Undang-Undang KUP, Wajib Pajak yang memenuhi 

persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17D Undang-Undang KUP, dan PKP berisiko rendah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang­

Undang PPN; 

d. diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 

Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 

Administrasi, surat keputusan pengurangan atau 

pembatalan surat ketetapan pajak, surat keputusan 

pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, atau 

SKPIB, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak; 

atau 

e. diterima Putusan Banding atau Putusan Peninjauan 

Kembali oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

berwenang melaksanakan Putusan Pengadilan, yang 

menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. 
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(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya 

penghitungan imbalan bunga. 

Pasal 86 

(1) Imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 83 ayat ( 1) huruf b diberikan dengan tarif bunga per 

bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah 

kelebihan pembayaran pajak. 

(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jangka 

waktu 1 (satu) bulan untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

Lebih Bayar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP berakhir 

sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih 

Bayar. 

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya 

penghitungan imbalan bunga. 

Pasal 87 

(1) Imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 83 ayat (1) huruf c diberikan dengan tarif bunga per 

bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah 

kelebihan pembayaran pajak. 

(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan 
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